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ABSTRAK

Dalam dunia perbankan terdapat 2 (dua) subjek yang berperan penting agar
kegiatan perbankan dapat berjalan yaitu bank dan nasabah. Antara bank dengan
nasabah memiliki hubungan hukum karena tiap pihak memiliki hak dan kewajiban
untuk dipenuhi. Bank terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang akan menjadi
nasabahnya, untuk itu bank meminta data pribadi nasabah saat pertama kali ingin
melakukan transaksi. Adanya tujuan dari pengumpulan data pribadi tersebut, maka
bank di Indonesia termasuk pengendali data pribadi dan tunduk pada Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU
PDP memiliki masa penyesuaian selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya.
Adanya masa penyesuaian tersebut menyebabkan UU PDP belum sepenuhnya
efektif berlaku termasuk mengenai penyelesaian sengketa. Untuk itu dalam
penelitian ini akan diteliti bagaimana tanggungjawab pengendali data pribadi serta
penyelesaian sengketa atas kegagalan perlindungan data pribadi. Kasus yang
diangkat pada penelitian ini adalah kasus serangan siber yang dialami oleh Bank
Syariah Indonesia (BSI), sehingga melibatkan pandangan hukum Islam. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dengan
pendekatan undang-undang. Bahwa tanggung jawab bank syariah selaku
pengendali data pribadi adalah sejak pertama kali data pribadi nasabah
dikumpulkan. Pada pasca-insiden kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali
data pribadi memiliki tanggung jawab secara eksternal dan internal. Nasabah BSI
wajib diinformasikan bahwa telah terjadi kegagalan perlindungan data pribadi
Terkait dengan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan karena adanya masa
penyesuaian UU PDP, maka dapat melalui gugatan dengan dasar Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci: Bank Syariah, Perlindungan Data PribadiKegagalan Perlindungan
Data Pribadi.



ABSTRACT

In the world of banking, there are 2 (two) subject that plays important role in
ensuring banking activities can run, namely banks and customers. Between banks
and customers have a legal relationship because each party owns rights and
obligations to fulfill. Initially, the bank must know who will be its customer which
for this purpose, the bank asks for the customers’personal data when they first want
to make a transaction. Due to the purpose of collecting personal data, banks in
Indonesia are considered as data controllers and are subject to the Law Number 27
of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The PDP Law has an adjustment
period of 2 (two) years from its promulgation. The existence of this adjustment
period means that the PDP Law is not yet fully effective, including in regard to the
dispute resolution. For this reason, this research will examine the responsibilities
of data controller and the dispute resolution over personal data security breach.
The case raised in this research is a cyber-attack case over Bank Syariah Indonesia
(BSI), so it involves Islamic legal views. The research method used is prescriptive
normative legal research with statutory approach. Whereas the responsibility of
sharia banks as data controllers is from the first time the customers’personal data
were collected. In the aftermath of a personal data security breach, the data
controller has external and internal responsibilities. BSI customers must be
informed that there has been a personal data security breach. With regard to the
dispute resolution which can be carried out due to the adjustment period to the PDP
Law, this can be done through a lawsuit based on Article 1365 Indonesian Civil
Code concerning the tort.

Keywords: Sharia Bank, Personal Data Protection, Personal Data Security Breach.
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